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I. UMUM 

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna 
menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu sumber 
penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat. 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memiliki jenis dan 
tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas 
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, dengan adanya penyesuaian jenis 
dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas 
jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Pemerintah. 
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II. PASAL DEMI PASAL 
 

 Pasal 1  

 Ayat (1) 

 Huruf a 

           Cukup jelas. 

 Huruf b 

           Cukup jelas. 

 Huruf c 

           Cukup jelas. 

 Huruf d 

           Cukup jelas. 

 Huruf e 

           Cukup jelas. 

 Huruf f 

           Cukup jelas. 

 Huruf g 

Kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan 
kemandirian warga binaan pemasyarakatan meliputi penggunaan 
jasa tenaga warga binaan dan/atau penjualan produk atas hasil 
karya warga binaan pemasyarakatan. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

 Ayat (3)  

Cukup jelas. 
 

Pasal 2   

Yang dimaksud dengan “ketentuan Peraturan Perundang-undangan” 
adalah ketentuan yang ditetapkan oleh badan penyelenggara jaminan 
sosial kesehatan. 

Pasal 3  

Yang dimaksud dengan “ kepentingan pemerintahan” antara lain 
penyidikan, penyelidikan, dan perpajakan”. 
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Pasal 4  

Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “force majeure” antara lain banjir, gempa 
bumi, kebakaran, atau huru hara. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 5 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “masyarakat tertentu” antara lain 
masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, dan masyarakat 
korban bencana alam. 

Ayat (2) 

   Cukup jelas. 
 

Pasal 6 

Cukup jelas. 
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Pasal 7 

       Cukup jelas. 
 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 9 

 Cukup jelas. 
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